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ABSTRAK

Supriyono, Agus. 2010. Analisis Disparitas Pidana atas Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing I Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing II Ali Masyhar, S.H., M.H, 87 Halaman.
Kata kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Pencurian
Pencurian merupakan tindak pidana yang dikategorikan netral, yaitu di semua Negara dianggap sebagai kejahatan. Pencurian sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan ketentuan undang-undang hakim Indaonesia mempunyai kebebasan. Ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim inilah yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Dalam prakteknya, terhadap tindak pidana pencurian sering juga terjadi disparitas putusan hakim, putusan hakim sering berbeda-beda antara kasus yang satu dengan yang lainya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak dari disparitas pidana yang negative tersebut.


Permasalahan yang dimunculkan adalah: (1) realitas disparitas pidana di Pengadilan Negeri Pati dalam tindak pidana pencurian?; (2) faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan disparitas pidana?; (3) upaya yang efektif untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana?; Dengan tujuan penelitian adalah untuk: (1) mengetahui dan memahami realitas disparitas pidana di Pengadilan Negeri Pati dalam tindak pidana pencurian; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan disparitas pidana dalam pengambilan putusan; (3) mengetahui dan memahami upaya yang efektif untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif yaitu memahami gejala yang diteliti, kemudian data-data itu satu sama lain dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang ada dengan metode interpretasi. Dalam analisis normative kualitatif ini akan ditarik kesimpulanyang belaku khusus dari pernyataan-peryataan yang berlaku umum. metode deduktif yang bersifat nornatif ini akan menghasilkan data deskriptif analisis.

Simpulan dari hasil penelitian adalah: (1) Bahwa realitas disparitas pidana di Pengadilan Negeri Pati dalam kasus-kasus pencurian terdapat disparitas pidana di Pengadilan Negeri Pati dan hakim dalam memberikan putusan atas dasar  pertimbangan-pertimbangan terhadap terdakwa, yang dilihat adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus adil dan tidak memihak, selain hal-hal diatas faktor yang menjadi pertimbangan hakim adalah fakta hukum yaitu faktor-faktor dari diri terdakwa itu sendiri yang berupa terdakwa pernah melakukan pencurian atau tidak dan terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan masalah ekonomi atau merupakan pekerjaan sehari-hari terutama dalam kasus tindak pidana pencurian dan korban menderita kerugian ataupun tidak. itu merupakan suatu pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara sehingga timbul disparitas pidana dalam memutus suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri Pati. (2) Faktor-faktor yang menimbulkan disparitas pidana  dalam pengambilan  putusan antara lain: Faktor subyektif dan Faktor obyektif. (3) Dari hasil penelitian di dapat data bahwa ada 5 lima langkah untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana yakni: Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negative disparitas pidana, Pedoman pemberian pidana, Menigkatkan peran pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana, Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat yang disebut “Sentencing council” dan Salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim.
Saran yang disampaikan oleh penulis adalah: (1) Konsep KUHP yang di dalamnya mengandung aturan tentang pemberian pidana sebaiknya segera disahkan agar hakim dalam memberi putusan pemidanaan tidak sewenang-wenang dengan kebebasannya tersebut serta agar tidak terjadi disparitas pidana yang negative terhadap tindak pidana yang ada, termasuk tindak pidana pencurian. (2) Hakim di dalam persidangan jangan sampai terbawa emosi, karena  putusan dari hakim tersebut sangat mempengaruhi kehidupan saksi korban,  terdakwa, keluarga saksi korban serta keluarga korban. (3) Hakim sebelum menjatuhkan putusannya sebaiknya mengadakan konsultasi dengan kepolisian, kejaksaan serta konsultasi dengan pihak-pihak yang ahli. 
























































